
Rekontruksi Penguatan Pesantren dalam Pengembangan          Civil Society  di Era Globalisasi 
Abstract : The role of pesantren in the development of civil society in this era of globalization needs to be re-examined. Along with the various challenges in this era, certain steps required to reconstruct the strengthening of the role of pesantren. Pesantren which has been able to play a role of educating the students should be developed with greater emphasis on strengthening civil society more comprehensively. Based on data and analysis, the authors conclude that: First, schools in addition to religious education institutions, also has the potential for the development of civil society in public education by taking various measures. Second, the schools in conducting educational development of civil society in the community can take two ways: (1) perform variety useful and beneficial activities to the surrounding community (2) to make educational planning directed at the ability and skills of the students respond to the needs and demands communities of origin. Third, the main role of schools in developing Islamic religious education should continue to be empowered and developed primarily related to entrepreneurship and independence, as well as efforts to integrate the religious knowledge and development of civilization in this era of globalization.
Key Words: reconstruction, strengthening, Pesantren, civil society, globalization.
Abstrak : Peran pesantren dalam pengembangan civil society di era globalisasi ini perlu untuk dikaji ulang. Seiring dengan adanya berbagai tantangan di era ini, langkah-langkah tertentu diperlukan untuk merekontruksi penguatan peran pesantren ini. Pesantren yang selama ini mampu berperan mendidik para santri hendaknya dikembangkan dengan lebih menekankan pada penguatan civil society secara lebih komprehensif. Berdasarkan  data dan analisis,  penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, pesantren di samping sebagai lembaga pendidikan agama, juga memiliki potensi untuk melakukan pengembangan pendidikan civil society di masyarakat dengan melakukan berbagai upaya. Kedua, pesantren dalam melakukan pengembangan pendidikan civil society di masyarakat dapat menempuh dua cara: (1) melakukan berbagai akvititas yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya (2) dengan membuat perencanaan pendidikan yang diarahkan pada kemampuan dan ketrampilan para santri dalam merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat asalnya. Ketiga, peran utama pesantren dalam melakukan pengembangan pendidikan agama Islam hendaknya terus diberdayakan dan dikembangkan terutama terkait enterpreneurship dan kemandirian, serta upaya memadukan antara pengetahuan agama dan kemajuan zaman di era globalisasi ini.
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PENDAHULUAN

Penguatan peran pesantren terhadap pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan merupakan tuntutan era globalisasi dan reformasi yang telah dicanangkan oleh masyarakat Indonesia berbasis pada titik sentral pada rakyat (people centered development approach). Hal ini setidaknya, dalam rangka untuk menghadapi krisis ekonomi, keuangan, ketahanan pangan yang berefek pada krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
 Dalam Konteks ini, pesantren memiliki peluang untuk mengembangkan civil society. 
Aktivitas apapun yang mencoba untuk mengembangkan wacana civil society
 merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan dihargai, karena wacana tersebut sangat terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang mana pemberdayaan ini dapat dijadikan pijakan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pemberdayaan ini ini tentu memerlukan upaya-upaya rekonstruksi, perubahan, bahkan dekonstruksi pikiran-pikiran yang sudah ada, baik menurut konsep aslinya dari Barat maupun  yang kini dicoba dikembangkan di Indonesia melalui pendekatan konsep keagamaan, seperti istilah masyarakat madani.
Pada tataran institusional, bagaimanapun harus diakui bahwa akar-akar civil society di Indonesia sudah ada, sekalipun sangat sederhana, seperti lembaga-lembaga intermediary antara negara dan masyarakat, baik yang bersifat tradisonal maupun modern. Pada tataran ini hendaknya diupayakan tentang bagaimana mengembangkan lembaga-lembaga tersebut menjadi semakin mencakup kemampuan-kemampuan yang semakin rasional, sehingga dapat melakukan kontak, komunikasi atau networking dengan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga yang ada di luar. Lembaga-lembaga organisasi dan gerakan Islam sejak dulu hingga sekarang seperti NU dan Muhammadiyah maupun lembaga pendidikan seperti pesantren, dan lainnya secara institusional dan sosiologis merupakan akar-akar dari civil society secara kelembagaan.

Dari penjelasan tersebut di atas,  tulisan ini akan mencoba membahas dan menggali potensi pesantren sebagai salah lembaga pendidikan di Indonesia yang eksisitensiya sangat dibutuhkan masyarakat. Kita tahu bahwa pesantren selama ini relatif memiliki kemandirian yang relatif kokoh dibandingkan dengan lembaga pendidikan dan sosial yang lain. Sebab, hampir semua keberadaan pesantren berangkat dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam konteks yang demikian, pesantren sangat potensial dalam mengembangkan masyarakat melalui berbagai aktivitasnya.
 Sebab, di masyarakat pedesaan terutama, pesantren memiliki kedudukan yang strategis dalam mengembangkan masyarakat sekitar dan terhadap santri yang belajar di dalamnya.  Dan ini pula yang penulis maksud dengan potensi pesantren terhadap pengembangan masyarakat (civil Society).  
PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri. Menurut Prof Johns, sebagaimana dikutip Zamakhsyari Dhofier,
 Santri berasal dari bahasa Tamil, berarti guru mengaji. Sedangkan C.C Berg  berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata Shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. 
Sebenarnya, pengetahuan kita mengenai asal-usul pesantren sangat sedikit. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan sejarah tidak mencatat secara persis kapan pesantren mulai ada. Namun sekurang-kurangnya, menurut KH. Sahal Mahfudz,  bisa diketahui bahwa pada awa abad ke-17 terdapat pesantren di Jawa yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim di Gresik (tahun 1619).

Menurut survai Belanda pertama mengenai pendidikan pribumi yang dilakukan pada tahun 1819, memberi kesan bahwa pesantren yang sebenarnya belum ada di seluruh Jawa. Lembaga-lembaga yang mirip pesantren  dilaporkan terdapat di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo. Di daerah lain tidak terdapat pendidikan resmi sama sekali, kecuali pendidikan informal yang diberikan di rumah-rumah pribadi dan masjid. Di sinilah anak-anak dari pesisir utara pergi untuk melanjutkan pelajarannya.
 Survai Belanda tersebut perlu dikritisi, sebab pada awalnya pesantren merupakan hanya lembaga-lembaga pengajian. Oleh sebab itu, wajar jika pemerintah Belanda tidak bisa mendata beberapa pesantren yang ada di Jawa. 
Perlu diketahui bahwa alasan pokok munculnya  pesantren ini adalah untuk mentransmisikan ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang di Indonesia dikenal dengan Kitab Kuning. Transmisi ilmu keislaman ini pada awalnya, memang sangat informal. Anak-anak dan orang dewasa belajar membaca dan menghafal al-Qur’an dari orang-orang kampung yang telah lebih dulu menguasainya. Murid-murid yang sangat berminat akan mendatangi seorang ulama di rumahnya dan bahkan tinggal di sana  untuk belajar agama. Di sini biasanya murid-murid/santri-santri akan mondok. Dan pondokan inilah yang selanjutnya disebut sebagai pesantren. 
Menurut Karel A. Steenbrink, lingkungan pesantren pada umumnya terdiri dari rumah kyai, sebuah tempat peribadatan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, sebuah atau lebih rumah pondokan, sebuah atau lebih ruangan untuk memasak dan kolam atau ruangan untuk mandi atau berwudlu.
 Jika yang dimaksud pesantren adalah demikian, maka sangat wajar jika pemerintah Belanda tidak mampu mendeteksi keberadaan pesantren secara menyeluruh.
Di tempat seperti inilah biasanya para santri/murid memperdalam bahasa Arab sebagai alat untuk memperdalam kitab-kitab tentang fiqh (hukum Islam), ushul fiqh (pengetahuan tentang sumber-sumber dan sistem yurisprudensi Islam), hadist, adab (sastra arab), tafsir, tauhid (teologi Islam), tarikh (sejarah Islam), tasawuf dan akhlak (etika Islam). Kitab-kitab yang membahas hal-hal tersebut biasanya dikenal dengan istilah kitab kuning. Untuk menempuh mata-mata pelajaran tersebut, jelas diperlukan diperlukan guru-guru yang cukup terdidik dan cukup berbobot serta diperlukan pula pendidikan yang lebih sistematis. Ini dapat mereka peroleh di pesantren.
 
Terlepas dari awal berdirinya, pesantren mempunyai peran strategis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang keagamaan. Karena, menurut Karel,
 pengajaran agama pesantren membawa  pengaruh agamis yang menghasilkan lingkungan yang khas, disiplin dalam menegakkan shalat dan pelaksanaan kewajiban syari’at Islam lainnya. Pada pesantren yang besar di mana menetap beberapa ratus atau malah ribuan santri yang mengikuti pendidikan, sehingga merupakan ‘desa’ tersendiri. Dan ini cukup memberi pengaruh yang relatif signifikan terhadap pelaksanaan syari’at pada daerah di mana pesantren itu berada, seperti di kota Kaliwungu ini. 
Lebih lanjut, Karel menjelaskan bahwa untuk meresapkan jiwa keislaman, pesantren tidak hanya dihormati sebagai tempat belajar tetapi lebih ditekankan sebagai tempat tinggal yang seluruhnya dipenuhi dan diresapi nilai-nilai agama. Dia menggambarkan bahwa tidak ada tempat lain di mana shalat didirikan dengan taat seperti di sana. Pada siang hari, di mana-mana  orang dapat mendengarkan para santri membaca al-Qur’an dengan lagu yang indah, memperbaiki  bacaan dengan tajwid yang benar, atau hanya untuk mengharapkan pahala dari membaca al-Qur’an. Pada malam hari juga dapat dijumpai suasana orang membaca al-Qur’an dan mendirikan shalat di tengah keheningan malam.
 Hal ini jelas tidak dapat dilepaskan dari pemahaman para santri terhadap kitab-kitab yang dikaji dan tuntunan para kyai, yakni kitab kuning.
Dilihat dari sudut fungsi kemasyarakatan secara umum, pesantren adalah sebuah alternatif ideal bagi perkembangan keadaan yang terjadi di luarnya. Sepintas lalu pesantren memainkan peranan sebagai subkultur bagi kehidupan masyarakat secara umum. Pesantren memiliki kelengkapan nilai, bangunan sosial, dan tujuan-tujuannya sendiri, sehingga ia lebih merupakan dunia tersendiri yang terpisah dari dunia lain di luarnya.
  
Pesantren adalah sebuah sistem pendidikan Islam dan sekaligus sebagai ‘komunitas’ yang khas dan unik di Indonesia. Ia merupakan sebuah wacana yang selalu hidup  dan dinamis. Banyak aspek yang dapat dicermati ketika menggelar diskursus pesantren, sebab pesantren memiliki banyak dimensi terkait (multi dimensional). Di mana ia memiliki fungsi dan peran variatif yang meliputi; fungsi pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, budaya bahkan fungsi perjuangan pada jaman kolonial Belanda.
Pesantren mempunyai peran strategis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang keagamaan. Karena, menurut Karel,
 pengajaran agama pesantren membawa  pengaruh agamis yang menghasilkan lingkungan yang khas dan disiplin dalam menegakkan shalat dan pelaksanaan kewajiban syari’at Islam. Pada pesantren yang besar di mana menetap ratusan atau malah ribuan santri yang mengikuti pendidikan, sehingga merupakan ‘desa’ tersendiri. Hal ini cukup memberi pengaruh yang relatif signifikan terhadap pelaksanaan syari’at pada daerah di mana pesantren itu berada. 
Bentuk-bentuk pendidikan di pesantren ini kini sangat bervariasi, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yakni: (1) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA) maupun yang memiliki sekolah umum (SD,SMP, SMU), seperti Pesantren Al-Muayyad Surakarta dan Pesantren-pesantren  di Mranggen Demak (2) Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah, seperti pesantren APIK Kaliwungu Kendal dan Pesantren Tegalrejo Magelang, (3) pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian.

Meski telah terjadi perkembangan yang bervariasi, secara umum pesantren tetap memiliki fungsi-fungsi sebagai: (1) lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (tafaquh fi al-din) dan nilai-nilai Islam (Islamic values), (2) lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial (social control), dan lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (social engineering). Perbedaan-perbedaan tipe pesantren di atas hanya berpengaruh pada bentuk aktualisasi peran-peran ini.
Pesantren sebagai basis pendidikan Islam tradisonal dipandang mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan pembinaan lingkungan dan perubahan masyarakat.
 Pendidikan pesantren di juluki sebagai lembaga tradisional, sebab lembaga pendidikan ini dikembangkan dari tradisi yang sangat kuat di lingkungan masyarakat Indonesia. Bahkan pesantren merupakan salah satu simbol budaya pendidikan asli Indonesia yang dikembangkan berdasarkan akar tradisi pendidikan keagamaan yang aktivitas pendidikannya difokuskan pada kajian-kajian kitab klasik yang bertumpu pada tafaqquh fi al-din, yaitu pendalaman pengalaman, perluasan pengetahuan, penguasaan mendalam pada khazanah ajaran Islam.

MELACAK AKAR-AKAR CIVIL SOCIETY DI INDONESIA
Secara historis, sejak paruh kedua dekade 1980-an, terjadi perubahan-perubahan politik yang cukup signifikan, yang oleh sementara pengamat dipandang sebagai pendorong proses demokratisasi dan perkembangan civil society di Indonesia. Kalangan muslim yang sebelumnya berada pada margin politik, mulai masuk ke tengah kekuasaan. Pada saat yang sama, proses demokratisasi kelihatannya menemukan momentum baru; beberapa katup bagi ekspresi dan eksperimen demokrasi yang selama ini tertutup; pelan-pelan mulai terbuka, sehingga mendorong maraknya gerakan prodemokrasi yang dipandang sebagai salah satu faktor penting bagi penciptaan civil society.
    
Dalam analisis demokratisasi, negara dan masyarakat (state and civil society) harus memperoleh perhatian yang sama, sebab keduanya tidak dapat dipisahkan. State (negara) menjadi kuat karena melemahkan society (masyarakat), begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, demokratisasi dapat berjalan melalui penguatan society (menjadi civil society) di satu pihak. Sementara state mengurangi intervensinya dalam sektor publik dan membiarkan society menjadi mandiri, bebas bergerak dan berinisiatif. State hanya berfungsi dalam pengawasan hukum, hankam, pelayanan administratif dan pelaksanaan keputusan publik. 
Istilah civil society atau masyarakat kewargaan dan sering disepadankan dengan masyarakat madani, tampaknya semakin mendapat tempat dalam discourse- discourse politik kontemporer Indonesia, meskipun di beberapa tempat masih mengandung pengertian beragam tergantung pada apa civil society didefinisikan. 
Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada masa terjadinya transformasi dari masyarakat feodal agraris menuju masyarakat industrialis kapitalis. Civil Society sebagai gagasan bisa dikatakan sebagai anak kandung dari filsafat pencerahan (enlightenment) yang meretas jalan bagi munculnya sekularisme yang menggantikan peran agama, dan sistem politik demokrasi sebagai pengganti monarchi.

Ditilik dari akar perkembangannya, kemuncula istilah civil society, setidaknya dapat diruntut mulai dari Cicero atau bahkan lebih ke belakang sampai Aristoteles. Hanya saja Cicerolah yang memulai menggunakan istilah societis civilis dalam filsafat politiknyanya. Dalam tradisi Eropa sampai dengan abad ke-18, pengertian civil society  dianggap sama dengan pengertia negara (the state), yaitu suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain.
 Baru memasuki paruh kedua abad ke-18, civil society  dimengerti sebagai entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (social formation) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai buah dari pencerahan dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut.
Dalam perkembangannya, civil society  juga pernah dimengerti secara radikal, yaitu dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisinya sedemikian rupa, sehingga menjadi antitesis dan negara (state). Namun, secara garis besar, civil society  tampaknya selalu akan dimengerti dalam dua kutub besar, yaitu pertama, kutub marxian-sosialisis, yang meletakkan civil society  pada dataran basis material dari pola hubungan produksi kapitalis, dan karenanya keberadaan civil society  di sini disamakan dengan kelas borjuisi, di satu sisi, dan posisi negara yang kuat di sisi yang lain. 
Kedua, kutub liberalis-kapitalistis yang cenderung elitis mengenai kesadaran hukum yang legal-formalistik. John Stuart Mill mengatakan bahwa ciri masyarakat liberal-kapitalistik didasarkan pada penghormatan kepada hak-hak yang dimiliki setiap individu. Setiap individu bebas menentukan pilihan jalan hidupnya masing-masing. Negara melalui aturan hukumnya harus memberikan kesempatan agar hak-hak tersebut semaksimal mungkin dapat terlaksana. Satu-satunya kewenangan negara dalam membatasi hak individu adalah mencegah agar masing-masing individu tidak melanggar hak individu lainnya.

Pada dasarnya civil society secara institusional dapat diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.
 Menurut AS Hikam, civil society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain; kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), dan keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Dalam konteks keindonesiaan kehadirannya dapat diruntut semenjak terjadinya proses pembentukan masyarakat baru pada masa kolonial Belanda melalui proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Fenomena civil society semakin jelas saat pra dan pasca kemerdekan, yang ditandai dengan munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elite pribumi yang mendorong terbentuknya organisasi-organisasi modern, baik yang bersifat keagamaan maupun nasionalis,  pada awal abad ke-20. Gejala ini menandai mulai bersemainya civil society di negeri ini. 
Dalam perjalanannya, pertumbuhan civil society pernah mengalami suatu masa yang cukup menjajikan bagi pertumbuhannya. Hal ini terjadi pada masa pascarevolusi (tahun 1950-an), pada saat organisasi-organisasi sosial dibiarkan  tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Di samping itu, pada periode ini, negara belum memiliki kecenderungan intervensionis sehingga tercipta suatu kekuatan masyarakat yang mempu menjadi penyeimbang  terhadap kekuatan negara. Namun iklim demikian tak berlangsung lama yang dapat membuat civil society di negeri ini memiliki akar yang kokoh.

Yang terjadi justru sebaliknya,  yang sedang mulai berkembang itu segera mengalami penyurutan terus menerus. Kondisi civil society demikian mencapai titik yang paling parah di bawah rezim Soekarno dengan ‘Demokrasi Terpimpin’nya. Tumbangnya rezim Soekarno dan munculnya Orde Baru membawa dampak-dampak tersendiri bagi perkembangan civil society di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya kelas-kelas baru dalam masyarakat yang tmbuh dan berkembang seiring dengan terjadinya akselerasi pembangunan melalui industrialisasi. Demikian pula dengan semakin tingginya tingkat pendidikan anggota masyarakat.
Ternyata dalam dataran  politik, Orde Baru masih melanjutkan upaaya untuk memperkuat posisi negara di segala bidang. Hal ini tentu saja harus dibayar dengan merosotnya kemandirian dan partisipasi politik anggota masyarakat. Penetrasi negara yang kuat terutama melalui jarigan birokrasi dan aparat keamanan telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada. Akibatnya, kondisi civil society dan pertumbuhanya di bawah Orde Baru menampilkan beberapa paradoks. Misalnya dengan semakin berkembangnya kelas menengah ia seharusnya semakin mandiri sebagai pengimbang kekuatan negara seperti yang terjadi di negara-negara kapitalsi Barat. Paradoks lain kita lihat dalam posisi LSM dan ormas-ormas yang sering disebut sebagai tulang punggung  civil society yang meski jumlahnya relatif signifikan namun kondisi LSM dan ormas pada saat itu masih  sangat lemah.  
Sebagai sebuah ruang politik, civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Dalam pengertian tersebut,  civil society dapat berwujud dalam berbagai organisasi/ asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban dan juga kelompok kepentingan (interest groups) adalah pengejawentahan kelembagaan civil society. Dan pesantren pun, menurut hemat penulis, juga termasuk di dalamnya. 

PERANAN PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN CIVIL SOCIETY DI MASYARAKAT 
Bagi masyarakat Islam pedesaan, pesantren memegang peranan untuk membentengi umat dan cita-cita Islam terhadap ancaman kekuatan-kekuatan struktural  dari luar. Pengasuh pesantren (kyai) dipandang sebagai pemimpin kharismatik dalam bidang agama dan kemasyarakatan. Walaupun masih ada orang yang menggolongkan mereka sebagai komunitas yang anti gagasan kemajuan (the idea of progress), namun mereka dinilai fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran-pikiran umatnya. Sifat mereka terus terang dan berani dalam bersikap dan sebagai seorang ahli agama, mereka jauh lebih unggul dari para penguasa (umara’).

Oleh sebab itu, sejalan dengan upaya penguatan masyarakat, pesantren memiliki peluang yang besar. Sebab, lembaga seperti pesantren memainkan peranan yang penting dalam mengartikulasikan, membela dan memperluas reformasi sosial melalui program-program yang berhubungan dengan pendidikan, dan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan.
Sebab, masyarakat Indonesia pada umumnya beragama Islam, membutuhkan bimbingan rohaniah yang dapat dipenuhi oleh pesantren dan kiainya sebagai pusat pendidikan dan aktivitas spiritual. Mereka membutuhkan guru dan pemimpin yang bisa dimintai pertimbangan, meminta keputusan tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Dan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan, sumber kepemimpina informal, juga menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan yang sudah barang tentu mengandung berbagai kemungkinan untuk menjalankan peranan yang lebih luas,
 termasuk memberdayakan masyarakat (civil society) tentunya.
Padahal, menurut hemat penulis, banyak hal-hal yang dapat dilakukan pesantren untuk melakukan pemberdayaan tersebut. Sebagaimana di ketahui bahwa keberadaan pesantren memang cukup diperhitungkan oleh masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dimengerti, mengingat selama ini pesantren disamping dikenal sebagai lembaga pendidikan juga lebih akrab dianggap sebagai institusi ‘kawah candradimuka’ yang berfungsi menempa moral dan akhlak para santri yang belajar di dalamnya.  Dengan kemajuan adanya kemajuan teknologi dengan segala dampaknya –terutama dampak dekadensi moral—menjadikan masyarakat mejatuhkan pilihan untuk ‘menitipkan’ anaknya di lembaga pesantren tersebut. Mereka berharap di lembaga ini sang anak ditempa sedemikian rupa sehingga relatif tidak terkontaminasi oleh dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut. 
Namun kendalanya, kebanyakan pesantren tidak membekali para santrinya dengan berbagai keilmuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh mereka di masyarakat masing-masing. Idealnya, pesantren melalui figur sentralnya (Kyai) harus pula berinisiatif memberikan pendidikan tambahan selain pendidikan agama yang selama ini diberikan sebagai wujud kepeduliannya terhadap realitas yang ada di lingkungannya. Pesantren bisa saja membuat program pembelajaran untuk merespon kemajuan teknologi, misalnya dengan mengajarkan ketrampilan komputer, montir, elektronika atau upaya mengembangkan teknologi informasi. Namun dapat membuat perencenaan pendidikan tambahan yang diarahkan pada aktualisasi  diri para santri ketika sudah diterjun di masyarakat mereka masing-masing, seperti memberi bekal untuk mengembangkan ketrampilan berdagang, bertani, berkebun, beternak, bertukang dan lain sebagainya.  
Hal ini sangat mungkin dilakukan oleh pesantren manakala mereka mau membuka diri dengan cara bekerjasama dengan beberapa instansi dan lembaga terkait dan ada kemauan yang kuat –terutama para pengasuhnya-- untuk merealisasi gambaran ideal tersebut. Jika hal dapat dilakukan maka pesantren di samping tetap berfungsi sebagai lembaga yang dapat ‘membentengi’ moral masyarakat, mereka juga dapat melakukan pemberdayaan masyarakat (civil society)  melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
ENTERPRENEURSHIP  SEBAGAI BASIS PENGUATAN CIVIL SOCIETY  DI PESANTREN 
Secara sosiologis, komunitas pesantren yang secara umum mendiami kawasan pedesaan dewasa ini mengalami penetrasi yang sangat intensif dari pola kehidupan perkotaan. Struktur pekerjaan tidak hanya berwajah tunggal yang terbatas pada bidang pertanian saja. Pola kehidupan baru sebagai pedagang, tukang, karyawan, pegawai negeri bahkan pemilik perusahaan semakin menguasai wilayah pedesaan. Di samping itu, akhir-akhir ini bagi angkatan muda di pedesaan memiliki kesempatan yang terbuka untuk bekerja di kota. Hal ini terlihat dari derasnya arus urbanisasi yang menimbulkan dampak yang sebelumnya tidak diprediksi.
 Pergeseran paradigma tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi kalangan pemuka agama (religious elite) khususnya para Kyai pengelola pesantren untuk melakukan perubahan pola berpikir, sikap mental, pandangan hidup dan perubahan tingkah laku di kalangan santri. 
Upaya perubahan pemahaman dan wawasan keagamaan ini dimungkinkan karena agama Islam pada dasarnya memiliki watak transformatif yakni berupaya mempertahankan nilai-nilai lama yang masih relevan dan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih maslahah dengan menekankan aspek-aspek harmoni dan aspek integratif dalam kehidupan masyarakat.
  Oleh sebab itu, Pesantren hendaknya berupaya mengendalikan dan mengarahkan perubahan sosial sesuai dengan prinsip tersebut. Unsur-unsur dari luar yang dianggap membawa kebaikan kepada pesantren dan masyarakat diambil, sedangkan unsur-unsur dari luar yang dianggap merugikan atau merusak tatanan sosial serta bertentangan dengan ajaran agama hendaknya di tolak. Implikasinya, komunitas pesantren mengalami pergeseran kebudayaan yang ditandai dengan diterimanya kebudayaan pedagang dan kewirausahaan yang cenderung dinamis dan mulai tumbuh kesadaran mereka sebagai civil sosiety. Tegasnya mereka sudah mengalami pergeseran cara pandang (world view) dalam memahami kehidupan.
Dengan demikian, pesantren hendaknya berusaha mengembangkan nilai-nilai baru yang antara lain berupa tumbuhnya etos kerja, kewirausahaan, produktivitas, kemandirian, sadar organisasi dan manajemen. Penanaman etos kerja ini, misalnya hampir-hampir mewarnai setiap kegiatan pengembangan pesantren dan masyarakat yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudl di Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) Pesantren Maslakul Huda Pati.
 Tekniknya adalah melibatkan warga masyarakat yang menjadi kelompok sasaran sebagai subjek dalam proses perencanaaan, pelaksanaan, pemantauan hingga pemeliharaan berbagai program fisik yang berdampak positif dalam menumbuhkan kemandirian mereka dalam mengatasi masalah (self help).   
Keterlibatan warga dalam program-program khususnya yang berorientasi income regenerating telah menumbuhkan insan-insan produktif. Menurut KH. Sahal Mahfudl, tipologi manusia produktif adalah kelompok enterpreneur yang bercirikan sensitif terhadap kebutuhan lingkungan sekeliling, menguasai informasi serta memiliki kreativitas yang tinggi sehingga dirinya mampu menciptakan kerja dan berwawasan ekonomi luas, bukan hanya mencari lapangan kerja.
 Upaya merehabilitasi mentalitas komunitas pesantren antara lain dengan menumbuhkan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, selama ini komunitas pesantren berorientasi lillahi ta’ala yang dalam bekerja cenderung tidak mencapai hasil maksimal, sebab sering kali sudah merasa puas dengan penanganan sekedarnya. Komunitas pesantren, bahkan umat Islam pada umumnya sudah merasa puas apabila prestasi kerjanya membuahkan hasil walaupun belum maksimal.
Islam adalah agama yang sangat mementingkan kerja atau amal. Islam tidak menghendaki bahkan membenci orang yang bermalas-malasan. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya kerja atau amal tersebut, Al-Qur’an sering menggandengkan kata iman dan kata amal. Pandangan yang secara tegas mendorong manusia untuk mengembangkan etos kerja tersebut bersumber, antara lain dari firman Allah yang artinya: “...Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka sendiri....” (QS. Al-Ra’ad: 11). Akan tetapi kenyatannya, dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dan komunitas khususnya, etos kerja ini belum sepenuhnya membudaya. Padahal Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar sahabat adalah para pedagang dan enterpreneur manca negara.
 
Pada dasarnya, ajaran Islam sangat mendorong enterpreneurship kepada umatnya. Jiwa kewirausahaan tersebut seharusnya menjadi bagian integral pada hidupnya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bekerja dan beramal sebagaimana dinyatakan dalam beberapa ayat al-Qur’an seperti: “Bekerjalah kamu, maka Allah, RasulNya dan orang beriman akan melihat pekerjaanmu” (QS. Al-Taubah: 105). Demikian pula dalam QS. Al-Jumuaah ayat 10 disebutkan: “Apabila kamu telah melaksanakan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.  Sedangkan hadist Nabi yang mendorong pengembangan semangat enterpreneurship antara lain: “ hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki” (HR. Ahmad). “Sesungguhnya sebaik-baik mata pencaharian adalah seorang pedagang (enterpreneur)” (HR. Baihaqy). 
Secara antropologis dan historis, umat Islam Indonesia mempunyai kepekaan bisnis yang luar biasa. Hasil penelitian para ahli antropologi dan sejarah menunjukkan bahwa pada era sebelum penjajahan, para santri memiliki gairah dan semangat yang besar untuk menekuni dunia bisnis, sebagaimana yang dilakukan para pedagang muslim penyebar agama Islam. Sebab, Islam memiliki tradisi bisnis yang tinggi dan memberikan apresiasi pedagang yang jujur pada posisi terhormat bersama Nabi, syuhada dan orang-orang shalih. Oleh sebab itu, para santri pada tempo dulu adalah pioner kewirausahaan di kalangan pribumi.
  
Secara historis,  etos bisnis umat Islam terbukti lebih unggul dibanding etos bisnis bangsa manapun di dunia. Terbukti pada saat itu pedagang Arab –yang nota benenya muslim--banyak menguasai bisnis di beberapa negara di dunia. Akan tetapi etos enterpreneurship tersebut pada akhirnya mengalami degradasi dan penurunan, terutama di kalangan kaum muslimin umumnya dan para santri khususnya. Dengan dilakukannya peningkatan jiwa kewirausahaan di era reformasi ini, melalui berbagai program kegiatan, pelatihan, dan pendampingan, etos kerja para santri yang selama ‘kurang bersinar” dalam perjalanan sejarahnya mestinya dapat dibangkitkan kembali.
Dalam hal ini, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh pesantren dalam rangka untuk melakukan penguatan civil society khususnya dalam bidang kewirausahaan. Pertama, membentuk ketahanan mental enterpreneurship (kewirausahaan) santri atas dasar motivasi keagamaan dan merupakan bagian integral dari mencari ilmu dan beribadah. Hal ini penting, sebab tujuan utama santri di pesantren adalah dalam rangka mencari ilmu dan meningkatkan ibadah mereka. Kedua, pesantren berupaya untuk membekali santri dengan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan kewirausahaan. Pembekalan kewirausahaan ini tentu sangat urgen, mengingat peningkatan kualitas seseorang sangat ditentukan oleh in put keilmuan yang diajarkan dan pengalaman praktek yang pernah dilakukan. Ketiga, mengajak kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya di bidang kewirausahaan. Pesantren hendaknya mencari pihak yang dapat dijadikan partner yang bisa menjadi ‘mentor’ dan fasilitator bagi kegiatan yang terkait dengan kewirausahaan, baik yang merupakan lembaga pemerintah maupun swasta. Namun, meskipun demikian pesantren tidak boleh larut dalam bidang kewirausahaan terlalu dalam yang sehingga akan menghilangkan jati diri nya sebagai lembaga tafaqquh fi al-din. Artinya, peran pesantren sebagai lembaga tafaqquh fi al-din tetap menjadi prioritas dan misi utamanya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pesantren harus bisa beradaptasi dalam memainkan perannya terutama terkait dengan pengembangan civil society, khususnya dalam bidang enterpreneurship.
PENUTUP
Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, pada dasarnya pesantren memiliki peran pokok dalam mengembangkan pendidikan Islam (tafaqquh fi al-din) yang bersumber dari Al-Qur’an, al-hadits dan ijtihad para ulama dengan merujuk pada kitab-kitab kuning. Kedua, Pesantren memiliki potensi untuk melakukan pengembangan pendidikan civil society di masyarakat dengan melakukan berbagai upaya. Ketiga, langkah ideal bagi pesantren dalam melakukan pengembangan pendidikan civil society di masyarakat secara umum dapat ditempuh dengan dua cara: (1) melakukan berbagai akvititas yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya 2) dengan membuat perencanaan pendidikan yang diarahkan pada kemampuan dan ketrampilan para santri dalam merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat asalnya. Keempat, salah satu upaya penguatan peran pesantren dalam konteks civil society adalah peningkatan kualitas santri dalam hal enterpreneurship (kewirausahaan). Langkah yang dapat ditempuh antara lain: membentuk ketahanan mental kewirausahaan santri dari perspektif keagamaan, memberi bekal tambahan pengetahuan dan pelatihan kewirausahaan, dan kerjasama dengan beberapa pihak terkait.
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